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GGAL 25 April kemarin, kembali

ita memperingati Hari Otonomi Dae-

rah. Hari Otonomi Daerah mulanya
ditetapkan oleh Presiden Soeharto dengan Kepu-

. ‘tusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996. Walaupun
~«pemerintahan era Orde Baru sangat sentralistis;

otonomi daerah (otda) dihargai dengan hari jadi.
Uniknya, meski terbilang seremoni besar di in-

stansi pemerintah, tak banyak warga di negeriini

tahu bahkan ikut merayakan hari besar ini.

Secara histori, otonomi daerah di Indonesia

sendiri telah berjalan lebih dari empat dasawarsa
semenjak keluarnya payung hukum berupa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

. Namun pasca empat dekade berjalan, otonomi
daerah yang hakikatnya harus diselenggarakan

“dengan optimal dan teliti oleh pemerintah daerah
ternyata masih menyisakan banyak ‘celah’ yang -

tidak terlihat. Pada aras realitasnya di lapangan,
rasanya masih jamak ekses negatif yang ditemui.
Problematika daerah tak jarang dinilai terlalu
banyak dan pelik, apalagi ketika tidak ada sinergi

‘dan komunikasi dari seluruh elemen dalam

\

pelaksanaan otonomi daerah.
" Revitalisasi

Pemerintah dengan kekuasaannya tentu saja

perlu melakukan revitalisasi kebijakan agar jum-

| ~ buh dengan kondisi kekinian dari masyarakat.

Hal ini mengingat, otonomi daerah sendiri di-

* adakan untuk menciptakan kemandirian daerah

dalam segi pemerintahan. Terlebih kebijakan
otonomi daerah ke depan tampaknya akan meng-

hadapi berbagai tantangan dan tuntutan. Di te-

ngah-tengah kemajemukan di tingkat lokal, re-
gional, dan nasional, otonomi daerah ditantang
untuk menumbuhkan kemandirian penyeleng-
garaan tata kelola pemerintahan daerah yang as-
piratif, transparan dan akuntabel. Otonomi da-

erah dituntut untuk mengharmoniskan peman- = . .
faatan berbagai sumber daya lokal dan kearifan

daerah yang merefleksikan perlunya kesiapan
kapasitas pengetahuan dan keterampilan masya-
rakat, aksentuasinya bagi generasi muda yang
pada 15-20 tahun mendatang menghadapi bonus

' terwujudnya kesejahteraan ma-

Yullanta Saputra

demografi.

Selain itu, otonomi daerah juga dituntut untuk
dapat mengelola daerah-daerah, otenom baru
baik provinsi, kabupaten dan kota. Saat ini seti-
daknya terdapat 548 daerah otonom yang terdiri
dari 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota.
Jumlah yang masif ini di satu sisi memerlukan
berbagai beleid yang bersifat generik untuk men-
jamin sinergi perencanaan dan pembangunan se-
cara nasional. Tapi di sisi yang lain, karakteristik
setiap daerah tetap diakomodir, termasuk bagi

daerah yang bersifat khusus maupun istimewa.

Integrasi perencanaan dan pembangunan di ting-
kat lokal dan nasional akan menjamin upaya
mewujudkan pelbagai program jangka mene-

ngah dan jangka panjang termasuk dalam men-

jadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia
- Momentum regionalisasi yang ditandai dengan
kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

- memberikan probabilitas bagi setiap daerah un-

tuk meningkatkan daya saing, dimana otonomi

daerah menjadi faktor penguat bagi setiap dae-

rah khususnya dalam mendo-

. syarakat melalui peran serta aktif seluruh pe-
mangku kepentingan di daerah. Otonomi daerah:
juga diproyeksikan mampu membangun negara
secara lebih efisien karena implementasi pemba-
ngunan dilaksanakan di daerah secara langsung,

_yang notabene mempermudah : pemerintah.

Dalam hal inikhususnya pemerintah:daerah un- _

tuk mengerti kebutuhan masyarakatnya.

Sistem desentralisasi atau otonomi daerah ini
mendukung demokrasi sehingga membersitkan
pemimpin pemerintah baru di daerah yang ber-
asal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dengan begitu, pelaksanaan otonomi daerah
akan berjalan dengan optimal dan mampu di-
rasakan efektivitasnya langsung oleh masyara-
kat. Semoga dengan semangat Hari Otonomi
Daerah ke-20 dapat merefleksikan kembali mak-
na otonomi daerah dan menjadi spirit dalam
mengembangkannya di masa yang akan datang

- untuk mewujudkan kesejahtaraan masyarakat.
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rong keluarnya arus barang dan
jasa dari daerah untuk bersaing
di kancah regional Asia Teng-
gara. Di samping itu, meningkat-
nya perekonomian masyarakat
di daerah pada gilirannya dapat
diharapkan guna mengurangi
kemiskinan, meningkatkan kua-
litas pendidikan dan kesehatan,
mendorong penciptaan lapangan
pekerjaan, menjaga kelestarian
sumber daya alam dan lingkung-
an hidup, dan lainnya.
Diproyeksikan

~ Untuk itu pemberian otonomi
yang seluas-luasnya kepada da- | .
erah harus dimaknai sebagai ke- |
sempatan untuk mempercepat
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